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WALIKOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK 

NOMOR 36 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020  

TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PONTIANAK, 

 
Menimbang 
 
 

 
 

: 
 
 

 
 

a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap besaran 
standar belanja perlu melakukan penyesuaian komponen 
Analisa Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021;  

 
b. bahwa dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Pedoman 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan 
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, perlu 
menyusun Analisa Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi; 

 
c. bahwa dalam penyusunan harga satuan pekerjaan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan 
Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Analisa Standar 
Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2021; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga 
Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166); 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737); 



- 3 - 
 

 

 
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149); 

 
12. Peraturan    Daerah   Nomor  13  Tahun 2019    tentang   

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175); 

 
13. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Analisa 

Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pontianak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota 
Potianak Tahun 2020 Nomor 63); 

   

MEMUTUSKAN: 

   

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG  

ANALISA STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2021. 

   
 

Pasal I 

 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang 

Analisa Standar Belanja Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 63) 

diubah sebagai berikut:   

 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 8 
 

(1) ASB adalah biaya yang ditentukan dengan memperhitungkan koefisien dari 

setiap analisa harga satuan pekerjaan/bangunan sesuai dengan spesifikasi 

umum atau spesifikasi teknis yang berlaku. 

 

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai estimasi 

kebutuhan perencanaan anggaran pekerjaan konstruksi sedangkan untuk 

penyusunan HPS maka aparatur Perangkat Daerah melakukan survey 

harga sebagai dasar perhitungan. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 
 

(1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sudah termasuk 

keuntungan/overhead paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dan 

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran ASB dan/atau dalam hal belum 

ditetapkannya beberapa besaran ASB, maka usulan ASB tersebut dapat 

digunakan sepanjang rincian ASB dan HSPK yang diajukan oleh SKPD 

dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, 

transparan dengan mengajukan telaahan staf dan mendapatkan 

persetujuan Walikota untuk dimasukkan ke dalam Peraturan Walikota 

tentang Analisa Standar Belanja.  
 

 

Pasal II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 36 

 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 16 April 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

                           ttd 
 
                       MULYADI 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 16 April 2021 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

                ttd 
 
  EDI RUSDI KAMTONO 


